Kontrak Kerja Sama
ANTARA

HALAL GURLE DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT
DENGAN
SD MEGERI 2 REMPEK DARUSSALAM

NOMOR  : PML205/B7.15/5T.2.05/2025
NOMOR 1 422/313/5D.2.RD,/VII/2025
TENTARG
PENGELDLAAN DANA PELATIHAN PEMBELAJARAN MENDALAM (PM) BAGI
KEPALA SEKOLAH DAN GURU P
SD NEGER! 2 REMPEK DARUSSALAM

Pada hari inl Senin tanggal sebelas bulan delapan tahun dua ribu dua pulub
lima (11-08-2025) diadakan Kontrak Kerja Sama pelaksanaan pelatihan
Pembelajaran Mendalam untuk Peningkatan Kompetensi Gury dan Tenaga

Rependidikan antara:
L. Mama  Muhammad lrawan Prasetyo
MIP P 198606172014041003
fabatan  : Pejabat Pembuat Komitmen (FPR)
Adamat Jalan Gajahmada Mo 173 Jempong  Baru, REec

tekarbela, Kota Mataram, NTB, Kode Pos 83116

Bertindak untuk dan atas nama Balai Guru dan Tenaga Kependidikan [BGTK])
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATLL
2. Nama : HIRMAN, 5.Pd
Jabatan ; Kepala Sekolah
Alamat : LUK

Bertindak untuk dan atas nama peserta (Sekolah Dasar Megeri 2 Rempek
Darussalam), yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK dengan terleblh dahulu meneranghkan bahwa:

1, PIHAK KESATU mewakili unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat
Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru selaku PPK

Z. PIHAK EKEDUA merupakan Kepala/plmpinan (Eepala Sekolah Dasar
Negerl 2 Rempek Darussalam }.

H Dipindai dengan CamScanner
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Sepakat untuk mengadakan Kontrak Kerja Sama tentang Pesiaataan
Pelatihan Pembelajaran Mendalam (Pelatihan PM) bagl Kepola Sekolah dan
Gury, dengan ketentuan sebagal berlkut:

Paszal 1
Malksud dan Tujuan

(1} Kontrak Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergilan NERUNE
jawab bagi PARA PIHAK dalam mengelola dana Pelatihan PM bagl Kepala
Sekolah dan Guruy;

() Tujuan dari Kontrak Kerja Sama Ini sobagal landasan hukum big!
pengelolaan dana dalam penyelenggaraan pelatihan PM bagi Kepala
Sekolah dan Gura.

Pasal @
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kontrak kerji sams ini meliputi kegistan: :
a. Pambiavaan penyelenggaraan Pelatinan PM bagl Kepala Selealah dan G

b. Pemanfaatan sumber daya yang dimmiliki PARA PIHAK.

Pasal 3
Bentuk Kerja Sama dan Sasaran

Bentuk kerfa sama adalah pengelolaan dana pelaksanaan Pelatihan PM bagl

Kepala Sekolah dan Guru melalui pendidikan dan pelatihan dengan target

Sasaran

2. Satuan Pendidikan pPAUD, SLB dan PNF dlapal Mendafrarkan 1 orang
kepala sekolah dan 2 OreEng guru

b. Satuan Pendidikan 5D dapat mendaftarkan 1 orang Kepala Sekolah, satu
Curu Kelas atas dan 1 Guru Kelas Bawah

¢ Satuan Pendidikan SMP. SMA dan SMEK dapat mendaltarkan 1 orang
Sepala Sekolah dan 3 pguru dengan Tumpun MiPA, IPS dan

Humaniora/Terapan

Pasal 4
Tugas dan Tanggung Jawab

(1) PIHAK KESATU mempunyii ugas dan GangEung jawilky
g, menyusun Rencania Anggaran Biaya (RAB) PNEP Fungsional Pelatihan

PM bagl Kepala Sekolah dan Gury yang terdiri dorl komponen Blaya
pelatihan antara lain belan|a bahan, honor output kegiatan dan belangs
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253 profesi
JLE'Tﬂ:]h'ut tﬂ::ht:fra;:: r::h;muk tarif PNBP Fungsional. Komponen biaya
- menyusun RAB pe I;: laya transportasi, akomodasi, dan kensumsi;
layanan PNEP haﬂn;i ayaan di luar komponen PNBP Fungsional atas
belania konsamst b epala Sekolah dan Guru yang meliputi antara lalin
perjalanan di % d:31 peserta, penceramah, pengajar dan panitia serta
pengajar d e i) ""”f““d“i (jika diperlukan) bagl penceramall.
E : an panitia. Biaya pelatihan di luar komponen PNBF
ungsional atas layanan PNBP akan disetorkan oleh PIHAK KEDUA ke
rekening RPL;

¢ membuka rekening penerimasn PNBP dan rekening RPL yang
digunakan untuk penerimaan setoran sebagaimana dimaksud pada
pasal 4 ayat (1) hurufa dan b dari PIHAK KEDUA;

d. melakukan proses penyetoran ke Kas Negara atas komponen FNBP
Fungsional dan pengajuan Maksimum Pencairan [MP) serta proses
pencairan/pengelolaan dana PNBP dari PIHAK KEDUA;

e. melakukan pembayaran untuk bizya sebagaimana dimaksud pada
pasal 4 ayat (1) buruf b melalul rekening RPL;

f. menyelenggarakan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Gury sesual

dengan struktur program yang telah ditetapkan;
g menyltapkan dan menyampaikan kuitansi tanda terima pembayaran

biays Pelatihan PM bagl Kepala Sekolah dan Guru kepada PIHAK

KEDUA;
h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala

Sekolah dan Gury kepada PIHAK KEDUA; dan

i. Mengadministrasikan dan menyimpan seluruh bukti
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelatihan PM bagi Kepala
Sekolah dan Gurd.

[Z] PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tangEung jawakh:

a. mengalokasikan biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru
yang meliputi tarif PNBF Fungsional dan biaya di luar kemponen PNBP
Fungsional atas layanan PNBP sesuai kontrak kerja sama yang
disepakati oleh PARA PIHAK:

b, melakukan pembayaran komponen pendanaan PNEP fungsional dan
Komponen di lusr PNBP Fungsional kepada PIHAK KESATU melalul
Bendahara Penerimaan sesual dengan  peraturan perundang-
undangan dan ketentuan yang berlaiu terkait PNBP kepada FIHAK
KESATU melalul rekening RPL (Kode Virtual Account pembayaran );

e. mengalokasikan dan  melakukan pembayaran langsung untuk
transport dan penginapan peserta Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah
dan Gury, sesuai kebutuhan kegiatan dan ketersediaan anggaran;

d. menerima kultans tanda terima pembayaran blaya Pelatihan PM bagi
Kepala Sekolah dan Guru dan FIHAK KESATU; dan
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e menerima laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagl Kepala Sekolah
dan Guru dari PIHAK KESATU.

Paznl 5
Pembiayvaan

1} Sumber pembiayasn pelaksanaan Pelatihan PM bagl Kepala Sekolah d;g
Guru berasal dari Satuan Pendidikan berasal dari Dana BOS Kinerja/ B
Reguler dengan mekanisme PNAP yang dikelola oleh PIHAK KESATL; -

(2) Blaya pelatihan sehagalmana dimaksud belum termasuk nkomodasl da

transportasi peserta yang akan ditanggung oleh Dana BOS Kinerja/ BOS
Reguler
(3] Besaran total keseluruhan biaya Pelatthan PM bagl
Gury sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat [(2)
sebesar Rp 5.748.250 dengan rincian sebagai berikut :
a. Biaya PNBP Fungsional yang akan disetorkan ke kas negara sebesar
Rpl978.500
b, Biaya di luar kompenen PNBP Fungslonal atas layanan PNBF se
RP 3769.750

Kepala Sekolah dan
dan ayat (3) adalah

haszar

Pasal &
Tata Cara Pembayaran

[1] PIHAK KEDUA wajib membayar lunas biaya pelaksanaan Pelatihan F'I';'[ tlljikal?_: |
Kepala Sekolah dan Guru dengan mekanisme PNBP r'un.g;.slc[lna s .
kemponen di luar PNBP fungslonal lepada PIHAK E:IE:MTH mekalul tran I
ke rekening bendahara dengan rincian sebagat berilout:

Kode VA pambayaran : §650150223250201 |
Bank ¢ Mandiri .

{2} PIHAK KESATU akan melakubli-:;g Fpunynt!tnn;n ke kas negara melalul
rekening RPL atas komponen P ungsiorial, _

[3] thﬂr:fgfaﬂ sehagaimana dimaksud padu ayat (1) dan (2] Me n}'l}le:Jmkj:m
Proses Pembayaran paling lambat hari k-3 [tiga) Seha_alum [N 1 I::E1_': :m.l

(4] PIHAK KESATU akan mengembalikan sisa dana Pelatihan PM bagi Kepala
cekolah dan Guru pada rekening RPL [jika ada) ke Kas Negara pada akhir

pelaksanaan pelatihan.

Pazal 7
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Pembayaran
sesuai dtnga:ak?: yang diakibatkan oleh peluksanasn Kontrak Kerja Sama il
ENTUAN peraturan perundang-undangan.

Pasal B
Janghka Waktu
aleh PARA

Kontra Ha 5 ; arangan
W2 selesdl

Pl
HAK sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelalsanaan

Pazal 4
Sankesi
Apabila PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajib

Werja sama ini maka akan diberikan sanksl sesual ketentusn
perundang-undangan.

an yang diatur pada kontrak
peraturan

Pasal 10
Keadaan Kahar (Force Majeure)
(1) Yang dimaksud keadaan kahar [Force Mafeure) adalah peristiwa sirperti:
bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang
dan epidemi yang secard

huru-hara. pemogokan, pemberonta kan,
keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesalan kegiatan.
{2} Apabila terjadi keadaan kahar [Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) maka pihak yang terkena keadaan kahar [ Force Muajewure)
wiib memberitahukan kepada pihak lain disertal surat ketorangan yang

mendukung terjadinya keadaan kahar dari pihak yang berwening-

Pasal 11
Penyelesalan Perselisihan

mbul akibat pelaksanaan Kontrak Kerja 5ama inl
hi pelaksanaan Kontrak Kerfa Sama maka PARA

ra musyawarah dan mufakat

Segala perselisinan yang o
yang langsung mempengaru
PIHAK skan menyelesaikan seca

Pasal 12
Pemberitafiuan

Setiap pemberitahuan yang barhubungen dengan kontrak inl wajib diberikan
secaras tertulis oleh PARA PIHAK dengan alamat sebagii berikut

FIMAK RERNLS
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wajib diberitahukan secara tertulls oleh pihak yang st kepadd B
yang lain,
Pasal 1.4
Laln=kiln kean
(1) PARA PIHAK harus memastikan jumlah peserta sasaran yang (%4
mien gikutl Pelatlhan PM y
{21 Apabila sasaran yang mengikuti Pelatiban PM l“'rl"“r'”!" aar I'LJEHI:I ;:::f::l
dlasan apapun setelah dana PNOP fungsional d“i"""”k',m 1}:' I:I1. " [l“f'““.
maka biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA tida
dikembalikan dan diakui sebagai pendapatan Negara

Pasal 14
Penutup

Kontrak Keria Sama ini dibuat rangkap 2 |’_[|,|,|,,.:| ash Flill]..'l Kiortas I:r|-||ll.*|:1-pl':ll.
cukup, masing-masing tertulls sama dan mempunyal kekuatan hukum yang
sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

1 '-.- i, _'. .'
Muhammad Irawan Prasetyo "‘é;‘f'_l'uhn'l',fff
HIPTORAOET 7201404 1003 s TP 19700527 1994902 1 0]
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